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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait Perceraian Dari Perkawinan 

Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Koto Baru) maka dari itu 

dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut yaitu: 

5.1.1 Penyebab perceraian dari perkawinan di bahwah umur di Pengadilan 

Agama Koto Baru, berdasarkan empat putusan Pengadilan Agama Koto 

Baru, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya 

perceraian di bawah umur karena adanya campur tangan pihak ketiga 

dalam kehidupan rumah tangga serta kurangnya sikap hormat dan 

penghargaan  seorang istri kepada suami. Penyebab itulah yang 

memicu terjadinya perselisiahan dan perengkaran terus menerus yang 

sulit untuk di pertahankan, sehingga berujung pada perceraian. 

5.1.2 Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian pasangan di bawah 

umur di Pengadilan Agama Koto Baru, berfokus pada terbuktinya 

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus 

sehingga menyebabkan rumah tangga para pihak tidak lagi harmonis. 

Hakim menilai adanya perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu 

yang cukup lama, putusnya komunikasi, tidak terlaksananya hak dan 

kewajiban sebagai suami istri, serta gagalnya upaya perdamaian yang 

dilakukan oleh keluarga maupun pengadilan sebagai bukti bahwa 

rumah tangga telah mengalami keretakan (broken marriage). Selain 

itu, hakim juga mempertimbangkan tujuan perkawinan untuk 

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah 

tidak dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu, dengan berpedoman 

pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, 

yurisprudensi Mahkamah Agung, serta prinsip kemaslahatan dalam 

hukum Islam, hakim memandang perceraian merupakan solusi yang 

paling tepat untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan. 



 

5.1.3 Analisis yuridis terhadap perceraian pasangan yang menikah di bawah 

umur setelah memperoleh dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Koto Baru menunjukkan bahwa meskipun perkawinan telah 

dilangsungkan secara sah, para pihak umumnya belum memiliki 

kesiapan emosional, psikologis, sosial, dan ekonomi yang memadai 

untuk membangun rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan 

rendahnya ketahanan keluarga, yang ditandai dengan 

ketidakmampuan pasangan menghadapi dan menyelesaikan konflik 

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang 

harmonis dan kekal tidak tercapai. Oleh karena itu, Majelis Hakim 

mengabulkan perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku 

karena terbukti tidak terdapat lagi harapan bagi para pihak untuk 

hidup rukun sebagai suami istri. 

5.2 Saran 

5.2.1 Berdasarkan kesimpulan ini Majelis Hakim dan aparat Pengadilan 

Agama dapat menjadikan kesimpulan ini sebagai argumentasi untuk 

mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa dan 

memutus permohonan dispensasi kawin. Dalam proses tersebut, 

Majelis Hakim diharapkan mempertimbangkan secara menyeluruh 

aspek kesiapan psikologis, emosional, sosial, dan ekonomi calon 

mempelai, selain memperhatikan alasan-alasan yang mendasari 

pengajuan dispensasi kawin. Di samping itu, Pengadilan Agama dapat 

mengoptimalkan pemberian nasihat dan edukasi kepada calon 

mempelai mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dampak 

perkawinan pada usia dini, serta pentingnya kesiapan dalam 

membangun kehidupan berkeluarga. Upaya tersebut dapat 

mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis dan mengurangi 

potensi terjadinya perceraian di kemudian hari. 

5.2.2 Bagi orang tua yang anaknya telah memperoleh dispensasi kawin, 

tetap memberikan pendampingan, dukungan, dan bimbingan kepada 



 

anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pendampingan 

tersebut dilakukan secara proporsional dengan tetap menghormati 

kemandirian dan ruang bagi pasangan suami istri untuk 

menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara bersama-sama. 

Melalui pendekatan yang bijaksana, orang tua dapat berperan sebagai 

sumber nasihat dan dukungan emosional tanpa mengurangi 

kesempatan anak untuk membangun kedewasaan dan tanggung jawab 

dalam kehidupan berkeluarga. 

5.2.3 Bagi calon pasangan yang mengajukan dispensasi kawin, dapat 

mempertimbangkan secara matang kesiapan untuk membangun 

kehidupan berumah tangga sebelum melangsungkan perkawinan. 

Kesiapan tersebut mencakup aspek psikologis, emosional, sosial, dan 

ekonomi sehingga pasangan memiliki kemampuan untuk menghadapi 

berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan 

demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang 

harmonis, bahagia, dan kekal diharapkan dapat terwujud serta 

meminimalkan potensi terjadinya perceraian di kemudian hari. 
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